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BAB II

KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Penelitian terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga jurnal sebagai
rujukan penelitian terdahulu. Hal ini dikarenakan lingkup pembahas pada tiga
penelitian tersebut sesuai dengan fokus penelitian ini, yaitu mengenai fact-
checking dan Actor-Network Theory (ANT).

Lucas Graves adalah seseorang peneliti yang sering melakukan
penelitian terkait fact-checking. Penelitian Graves & Glaisyer (2012) yang
berjudul “The Fact-Checking Universe in Spring 2012: An Overview”
mendalami peran fact-checker yang menjamur pada saat Amerika Serikat
berada dalam era kontestasi politik tahun 2012. Peneliti merasa latar belakang
dalam penelitian Graves dan Glaisyer sama dengan latar belakang peneliti.
Indonesia juga saat ini sedang berada dalam masa kontestasi politik, yaitu
pemilihan presiden (Pilpres) 2019. Di era ini, pandangan politik masyarakat
cenderung terbelah. Kemudian, kesempatan menyebarnya disinformasi,
misinformasi, dan mal-informasi dirasa sangat besar. Hal tersebut bisa
disalahgunakan bagi siapa saja, baik kandidat, anggota tim sukses, maupun
para pendukungnya untuk menjatuhkan elektabilitas satu dengan yang
lainnya. Oleh karena itu, memang  peran fact-checker dinilai sangat
bermanfaat untuk menghalau penyebaran kabar-kabar tersebut.

Peneliti juga menggunakan penelitian Graves (2017) yang berjudul

“Anatomy of a Fact Check: Objective Practice and the Contested
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Epistemology of Fact Checking” sebagai rujukan penelitian terdahulu karena
dalam penelitian ini, Graves berusaha menjabarkan secara rinci apa saja yang
dilakukan oleh para fact-checker situs PolitiFact.org dalam memeriksa klaim
politik. Graves juga menyinggung perihal perspektif ANT pada saat
menjelaskan proses pemeriksaan klaim tersebut dan menyimpulkan bahwa
praktik fact-checking tidak hanya dilakukan sendiri oleh manusia, tetapi juga
mendapat bantuan dari artifak-artifak/benda-benda yang ada di sekitarnya.

Peneliti menjadikan penelitian Graves sebagai acuan agar peneliti juga
mampu menjelaskan dengan rinci kegiatan dan proses produksi berita dalam
praktik fact-checking pada PolitiFact.org. Perbedaan yang paling mencolok
dari penelitian Graves dan penelitian yang peneliti lakukan adalah metode
penelitian yang digunakan; Graves menggunakan metode fieldwork atau
penelitian lapangan, sedangankan peneliti menggunakan metode studi kasus.
Hal ini dikarenakan penelitian yang peneliti lakukan dibatasi oleh jangka
waktu tertentu, yaitu selama masa kampanye Pemilihan Presiden Indonesia
2019.

Sementara itu, penelitian Primo & Zago (2015) yang berjudul “Who
And What Do Journalism? An Actor-Network Perspective” dijadikan
referensi dalam penelitian ini karena pada jurnal tersbut berisikan argumen-
argumennya Primo & Zago yang mengkritisasi pandangan konservatif terkait
jurnalisme; menilai pandangan tersebut hanya terkait dengan “siapa—yang
mengerjakan” dan tidak menghiraukan aspek “apa” yang juga tidak kalah

pentingnya. Primo & Zago menyimpulkan bahwa jurnalisme dapat terjadi
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akibat adanya penggabungan peran dan kontribusi-konstribusi dari entitas

yang berbeda—entitas manusia dan nonmanusia/artifak—sesuai dengan

pandangan ANT. Perbedaan yang sangat signifikan antara penelitian Alex

Primo & Gabriela Zago dan peneliti terletak pada objek yang diteliti. Objek

penelitian Alex Primo & Gabriela Zago merupakan praktik jurnalistik secara

umum, sedangan objek peneliti yaitu spesifik kepada praktik fact-checking

pada portal media online Tirto.id. Namun, persamaan pada kedua penelitian

ini dapat dilihat pada teori yang digunakan, yaitu Actor-Network Theory

(ANT).

Tabel 2.1 Rincian Penelitian Terdahulu yang disusun oleh Lucas Graves, Alex

Primo & Gabriel Zago, dan peneliti

Judul The Fact-Checking Who And What Do Anatomy of a Fact
Jurnal/ Universe in Spring Journalism? An Actor- Check: Objective Practice
Penelitian/ | 2012: An Overview | Network Perspective and the Contested
Disertasi/ Epistemology of Fact
Thesis Checking
(E-Journal. (E-Journal. (E-Journal.
Selengkapnya dalam: | Selengkapnya dalam: Selengkapnya dalam:
https://www.issuelab. | https://www.tandfonline | https://academic.oup.com
org/resources/15317/ | .com/doi/abs/10.1080/21 | /ccclarticle-
15317.pdf 670811.2014.927987) abstract/10/3/518/466296
8)
Nama Lucas Graves & Tom | Alex Primo & Gabriela | Lucas Graves (2017)
Peneliti Glaisyer (2012) Zago (2015)
(Tahun)
Tujuan Meninjau sejauh Menjabarkan peran serta | Menjabarkan secara detil
Penelitian | mana peran para teknologi dalam praktik | kebiasan dari para
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fact-checker dalam
memeriksa klaim
politik yang terjadi
selama komtestasi
politik di Amerika
Serikat tahun 2012.
Hal ini dikarenakan
praktik fact-checking
mulai marak digeluti,
baik dari organisasi
media partisan dan
nonpartisan.

Melihat perbedaan
gerak jurnalistik
konvensional dan
para fact-checker.
Kemudian menguji
pengaruh efektivitas
fact-checker terhadap
para pendukung dari
masing-masing
kandidat Presiden
Amerika Serikat.

Graves & Glaisyer
juga menganalisis
bagaimana
pandangan politik
masyarakat dapat
membatasi dampak
dari hasil fact-
checking terhadap

perbincangan di

kerja jurnalisme untuk
membuktikan bahwa
jurnalime tidak hanya
terdiri dari aspek ‘siapa’
merujuk pada manusia),
tetapi jurnalisme terjadi
akibat adanya
penggabungan dari para
aktor, baik itu manusia
dan non manusia/artifak,
sesuai dengan pandanga
ANT

reporter situs PolitiFact
yang khusus ditempatkan
untuk menaksir
kebenaran (fact-
checking) pada klaim
politik
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masyarakat.

Metode Kualitatif - deskriptif | Kualitatif - deskriptif Kualitatif — deskriptif
Penelitian
Fieldwork (pekerjaan
lapangan) dan wawancara
Teori - Actor Network Theory Actor-Network Theory
(ANT) (ANT)
Hasil Fact-checking telah | Definisi jurnalisme Graves membagi ke
Penelitian | merambat ke dalam menurut pandangan dalam 5 rutinitas

dan luar organisasi
media. Artinya saat
ini fact-checker
bukan hanya bisa
berasal dari
organisasi besar,
tetapi juga bisa
didirikan secara
individu; fact-
checker partisan,
nonpartisan, dan
kritikus media.
Praktik fact-checking
pada masa itu terasa
sangat baru sehingga
masih memiliki
kesempatan untuk
lebih berkembang
lagi, baik dari segi
teknologi hingga

sistem penyebaran.

Mengenai

perpecahan dalam

konservatif terlalu
terpusat pada manusia
sebagai subjek, sehingga
aspek lain seperti
teknologi atau artifak
hanya dianggap sebagai
aspek pelengkap saja.
Pandangan kebanyakan
ahli terlalu terpaku pada
“siapa” pada jurnalisme
sehingga melupakan
aspek “apa”, padahal
entitas nonmanusia
tersebut dapat menjadi
agen perubahan, dan
tanpanya manusia tidak
bisa melakukan

transformasi.

(elemen) dari fact-
checking saat berdiskusi
dengan reporter situs
PolitiFact. Ditemukan
bahwa para reporter
POlitiFact.org
melakukan tugasnya
sebagaimana seorang

fact-checker bertindak
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rsangku EI .
percaya
itas fact

massif.

Sumber: Dok. Peneliti

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA
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2.2 Teori dan Konsep
2.2.1 Actor-Network Theory (ANT)

ANT adalah sebuah perspektif yang dikembangkan oleh Michel
Callon, Bruno Latour, dan John Law melalui penelitian-penelitian empiris
yang mereka lakukan (dalam Dewi, 2013, p. 94). Pada awalnya ANT
diterapkan hanya dalam bidang sains dan teknologi karena konsep utama
ANT adalah sosioteknis, yaitu konstruksi realitas dibangun oleh
penggabungan antara sosial (manusia) dan teknologi (dalam Figueiredo,
2008, p. 1375).

Asumsi dasar dari ANT adalah dalam sebuah proses yang
berlangsung, kedudukan manusia dan nonmanusia (teknologi/artifak) itu
sama-sama penting sebagai agen perubahan (Figueiredo, 2008, p. 1375).
Kekuatan besar dari perspektif ANT ini adalah ‘associations/hubungan’
(dalam Munro, 2009, p. 125), artinya jaringan interaksi itu terdiri dari
hubungan yang kompleks. Ketika kita membicarakan jaringan interaksi pada
manusia, bukan hanya manusia saja yang bisa memengaruhi perilaku
manusia lainnya, banyak aspek lain yang juga bisa memberikan pengaruh,
seperti teknologi, latar belakang, memori, dan lainnya. Begitu pula
sebaliknya, ketika kita membicarakan jaringan interaksi yang melibatkan
teknologi sebagai agen perubahan, kita tidak bisa menghilangkan peran
manusia yang akan selalu ada di dalam setiap perkembangannya.

Dalam perspektif ANT ada beberapa konsep penting, yaitu aktor,

aktan dan jaringan (network). Latour (2005) mendefinisikan aktor sebagai

22

Periksa fakta dan..., Farhah Febrina Safitri, FIKOM UMN, 2019



segala sesuatu yang mempunyai identitas dan dapat melakukan aksi
transformasi pada sebuah pesan (dalam Primo & Zago, 2015, p. 41).
Hemmingway (2007) juga mendefinisikan aktor sebagai elemen apapun itu
(dalam jaringan) yang mendapatkan kekuatan saat bergabung dengan
elemen lainnya (dalam Primo & Zago, 2015, p. 41). Keutamaan yang
menjadi ciri khusus ANT adalah aktor ini bisa berupa apa saja, hidup atau
benda mati, manusia atau nonmanusia; teknologi, teks, mesin, lembaga,
organisasi, dan lainnya. Sementara itu, kata aktan yang ‘dipinjam’ Latour
dari seorang teoris asal German, A. J. Greimas, merujuk kepada para aktor
yang memiliki daya untuk mengendalikan aktor lain sehingga mampu
membuat perubahan dalam sebuah situasi (Bencherki, 2017, p. 2).
Berdasarkan peranannya, tidak semua aktor/aktan sama. Oleh karena
itu, ada pemahaman terhadap istilah intermediari dan mediator. Latour
(2005) mendefinisikan intermediari sebagai segala aktor yang berperan
sebagai perantara dan tidak dapat melakukan trasnformasi pada suatu pesan
sehingga pesan yang dimasukkan (input) akan sama dengan yang
dikeluarkan (output), berapa pun kompleksnya peran intermediari tersebut,
biasanya akan tersebutkan sekali atau bahkan tidak sama sekali. Hal itu
dikarenakan intermediari sering kali terlupakan, tetapi ini bukan berarti
aktor itu tidak berperan. Sementara itu mediator ada segala aktor yang
memiliki daya untuk melakukan transformasi, menerjemahkan, mengubah,
memutarbalikan, atau memodifikiasi pesan sehingga input akan berbeda

dengan output. Tidak penting sesederhana apapun rupa mediator terlihat,
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peran mediator bisa menjadi kompleks karena ia dapat memimpin dalam
berbagai arah dan mengubah semua hal yang kontradiktif terkait dengan
perannya. Namun, perlu diingat bahwa mediator dan intermediari ini hanya
dibatasi garis tipis untuk benar-benar bisa mengidentifikasinya. Hal tersebut
dikarenakan beberapa aktor bisa saja menjadi mediator dan intermediari
pada detik selanjutnya, begitu pula sebaliknya (dalam Latour, 2005, p. 19 &
Primo & Zago, 2015, p, 43).

Untuk memudahkan pemahaman mengenai konsep intermediari dan
mediator, Carlos Fioravanti & Lea Velho (2010) menganalogikan cara kerja
intermediari seperti seorang tukang pos—dalam hal ini tukang pos adalah
aktor. Tukang pos berperan sebagai perantara untuk menyampaikan pesan
antara pengirim dan penerima. Selama mengantarkan pesan tersebut, tukang
pos tidak melakukan perubahan sama sekali terhadap pesan yang
dibawanya. Bentuk pesannya akan selalu sama, sejak tukang pos itu
menerimanya dari pengirim hingga disampaikannya kepada penerima.
Namun, walaupun tukang pos tersebut tidak melakukan transformasi, ia
tetap memiliki peran aktor dan masuk ke dalam sebuah jaringan (Fioravanti
& Velho, 2010, p. 6).

Sementara itu, kebanyakan dari kita seringkali menganggap artifak
teknologi sebagai  intermediari. Namun nyatanya,  artifak - teknologi
terkadang mampu. menjalankan _ peran . sebagai mediator. Pelsner
memberikan contoh artifak teknologi sebagai mediator, yaitu penggunaan

mesin pencari Google- yang dapat membantu dalam mencari sumber

24

Periksa fakta dan..., Farhah Febrina Safitri, FIKOM UMN, 2019



pengetahuan. Pada dasarnya memang mesin pencari ini tidak dapat
digunakan apabila tidak diberi daya oleh aktor lain, tetapi tanpa mesin
pencari ini, manusia juga tidak dapat menemukan pengetahuan yang ingin
kita dapatkan. Input yang dimasukkan, seperti keyword pada kotak
pencarian, akan berbeda dengan output yang ditampilkan, yaitu berapa
tautan-tautan dari situs-situs yang berhubungan dengan keyword pencarian
tersebut (dalam Primo & Zago, 2015, p. 43).

Jaringan (network) didefinisikan oleh Latour (2005): “a string of
action where each participant is treated as a fill-blown mediator”—jaringan
adalah keterkaitan hubungan yang terbentuk antara aktor dan aktan yang
dapat memberikan pengaruh kepada satu dan lainnya (dalam Primo & Zago,
2015, p. 45). Dalam persepektif ANT, jaringan bukan dilihat sebagai
prasarana atau alat (yang dapat digunakan), tetapi jaringan dilihat sebagai
ruang atau jarak yang memberikan kesempatan untuk melakukan
transformasi (dalam Figueiredo, 2008, p. 1376). Dalam perspektif ANT,
jaringan bersifat masif dan akan selalu berkaitan. Hal ini dikarenakan
jaringan terbentuk dari aksi-aksi yang dilakukan oleh para aktor, sementara
itu aksi-aksi ini juga bisa terjadi karena ada jaringan (yang menyebabkan hal
itu terjadi. Selain itu aktor merupakan perantara dari jaringan, satu dan yang
lainnya, sehingga semakin. lama sebuah proses, maka akan semakin besar
jaringan.

Melalui  perspektif = ANT, Bruno Latour (2005) mengkritisi

pandangan sosiologis tradisonal, yang beranggapan bahwa jaringan interaksi
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hanya terjadi pada lingkup sosial saja—*the sociology of the social” (dalam
Primo & Zago, 2015, p. 41). Menurut Latour, pandangan tersebut terlalu
terpaku pada anggapan bahwa jaringan interaksi hanya terkait pada satu
jenis interaksi dan membatasi subjek interaksi tersebut dengan manusia
sehingga sosial akan selalu bersifat homogeneus. Dalam perspektif ANT,
jaringan interaksi ini terdiri atas elemen-elemen heterogen, pelaku/aktornya
bisa siapa saja: manusia, teknologi, artifak, memori, dan lainnya, selama
pelaku bisa melakukan transformasi pada pesan yang ada. Oleh karena itu,
fundamental pengamatan ANT ada pada proses yang berjalan (ongoing
process) ketika para elemen-elemen heterogen tersebut sedang berinteraksi
dan membuat jaringan dalam momen-momen tertentu—...during the brief
moment...” (dalam Primo & Zago, 2015, p. 41). Namun, perlu diingat
bahwa ANT bukanlah “teori mengenai aktor-aktor yang tertanam dalam
jaringan—yang bisa dibahas satu per satu—melainkan  teori yang
membahas aktor sebagai jaringan”, sehingga dalam analisis ANT, terdapat
paham kekolektifan/penggabungan (dalam Bencherki, 2017, p. 3). Oleh
karena itu, jaringan heterogen merupakan hal yang fundamental dalam
ANT.

Dalam prespektif ANT semua elemen manusia dan nonmanusia
memiliki peran penting - untuk menjaga keutuhan jaringan.. Priyatma
menganalogikan proses aktor-jaringan yang stabil seperti black box/kotak
hitam pesawat terbang, seperti apabila dalam sebuah penerbangan, pesawat

mengalami keadaan darurat, para pilot dan teknisi dapat memperlakukan
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black box tersebut sebagai aktor untuk menganalisis interaksi yang terjadi
selama penerbangan berlangsung (dalam Dewi, 2013, p. 95). Black box
adalah sebuah ekspresi yang digunakan untuk menggambarkan aktor yang
perilakunya bisa diprediksi (dalam Figueiredo, 2008, p. 1377). Oleh karena
itu, ketika kita tidak lagi mempertanyanyakan bagaimana sebuah proses
berlangsung, apa atau siapa saja yang berkontribusi. Tidak perlu berpikir
lagi untuk memahami suatu hal, tetapi langsung mengetahui. Maka, saat
itulah kita telah sampai pada “kotak hitam”.

Untuk “membuka” sebuah kotak hitam, ANT mengenalkan
pemanahan translasi (translation), sebagaimana ANT juga disebut sebagai
the sociology of translation. Latour (2005) mendefinisikan translasi sebagai:

“a relation that does not transport causality but induces two
mediators into coexisting. If some causality appears to be
transported in a predictable and routine way, then it’s the proof
that other mediators have been put in place to render such a
displacement smooth and predictable”

Translasi merupakan penerjemahan aksi terhadap proses interaksi para aktor
(mediator) yang sukses mendorong aktor lainnya  (manusia atau
nonmanusia) untuk melakukan sesuatu tanpa mengarahkannya kepada
sebuah sebab-akibat (dalam Latour, 2005, p. 108). Hal ini dikarenakan, para
aktor memiliki kecenderungan untuk membentuk jaringan yang mulus,
lancar, dan tanpa cela sehingga hasil yang didapatkan sesuali dengan
ekspektasi.

Sebagaimana dalam cara Kita -berinteraksi, kita pasti hanya akan

memilih kepada siapa kita berinteraksi, atau benda apa saja yang bisa
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digunakan, sehingga hasil yang didapatkan sesuai dengan ekspektasi,
misalnya saat sesorang mengoperasikan kalkulator untuk berhitung atau
ketika sekelompok mahasiswa mengendarai mobil untuk sampai ke tujuan
tertentu (dalam Bencherki, 2017, p. 2-3) sehingga yang terpenting dari
translasi ini adalah untuk melihat bagaimana cara dan menggambarkan
secara utuh jaringan-jaringan yang terbentuk dari aksi-aksi yang dilakukan
oleh para aktor atau aktan. Dengan fokus pada ongoing process dan momen
bergerak yang melakukan perubahan, translasi adalah proses yang penting
dalam ANT (dalam Munro, 2009, p. 131).

Memahami  ANT memang tidaklah mudah. Sebagaimana
teori/pandangan lainnya, ANT juga memiliki keterbatasan. Perspektif ANT
bukanlah perspektif yang normatif karena ANT sangat melarang keras
adanya dominasi khusus yang ditujukan pada aktor tertentu. Dalam
persepektif ANT aktor itu bermacam perannya dan memiliki kebebasan
untuk bisa keluar-masuk jaringan aktor. Walupun begitu, tidak serta-merta
kita melupakan kontribusi yang diberikan. Selain itu keterbatasannya adalah
perspektif ANT ini dinilai terlalu bebas. Hal ini dikarenakan ANT
menghargai perbedaan-perbedaan perspektif yang mungkin saja terjadi
sehingga ANT memang bukanlah pandangan yang tepat jika digunakan
sebagai pengontrol yang bisa mengawasi semua fenomena.

Hal yang seringkali dikritik dari_ ANT yaitu adanya pertanyaan-
pertanyaan atau pendapat-pendapat yang menolak untuk menyamaratakan

kedudukan manusia dengan artifak teknologi; “how can these ‘tech’ items
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live emotion?”. Menurut Figueiredo (2008) memang belum ada jawaban
yang tepat untuk menjawab kritik tersebut. Namun, ia menekankan kembali
bahwa ANT bukan pandangan yang berfokus pada entitas atau wujud-wujud
dari para aktor yang terlibat, baik manusia dan non manusia, tetapi ANT
adalah pandangan yang berfokus kepada aksi, perilaku, dan hubungan yang

terjalin di antara para aktor (Figueiredo, 2008, p. 1378).

2.2.1.1 ANT dalam Teknologi Komunikasi dan Jurnalisme

Pada awal mula teori ini dikenal, ANT memang sering digunakan
dalam studi mengenai sains dan teknologi. Namun, semakin berkembangnya
zaman Kini, perspektif ANT mulai sering digunakan dalam bidang studi
lainnya, seperti komunikasi dan jurnalisme. Hal ini dikarenakan dalam
kesehariannya, praktik komunikasi dan jurnalisme memiliki hubungan erat
dengat teknologi; menggunakan komputer untuk mengirim e-mail,
menelpon dengan telepon, chatting room, dan sebagainya. Namun,
kebanyakan pandangan konvensional selalu menyampingkan teknologi dan
hanya menganggap teknologi sebagai tools/alat yang tidak bernilai. Oleh
karena itu, melalui perspektif inilah, teoris saat ini mengkritisi pandangan-
pandangan konvensional. Menurut Thierry Bardini, seorang ahli dalam
bidang cybercultural (kultur-siber) dan media baru, ANT memberikan
kesempatan untuk melihat teknologi pada perspektif yang berbeda (dalam
Bencherki, 2017, p.7). Selaras dengan Siles dan Boczkwoski (2012) yang

berpendapat bahwa dengan ANT, mereka melihat teknologi- memiliki
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eksistensi yang sebenarnya sangat jauh dari apa yang bisa dibayangkan oleh
manusia (dalam Bencherki, 2017, p.7).

ANT juga mengkritisi pandangan konvensional mengenai jurnalisme.
Hal ini dikarenakan, selama ini, kebanyakan para ahli akan mendefinisikan
jurnalisme sebagai kegiatan yang dilakukan oleh para jurnalis untuk
memberitakan sebuah peristiwa secara actual dan faktual. Sebagaimana
Kruckeberg & Tsetura (2004) berpendapat: “we can be no more precise to
argue that journalism is what journalists do”, ANT mengkritik bahwa
pandangan tersebut terlalu terfokus pada aspek ‘siapa’, yang pada akhirnya
selalu merujuk pada entitas sosial (manusia) dan melupakan bahwa aspek
‘apa’—artifak teknologi—juga memiliki peran yang berpengaruh karena
dapat menyebabkan perubahan (pesan). Selain itu, dalam rentang kegiatan
jurnalis meliput peristiwa tersebut, banyak aktor yang juga berkontribusi,
tetapi kontribusi tersebut dianggap sebelah mata dan bahkan dihilangkan
sama sekali (dalam Primo dan Zago, 2015, p. 41).

Pavlik (2000) berpendapat bahwa sejarah jurnalisme tidak akan
pernah lepas dari berkembangnya teknologi; sejarah media dimulai setelah
Gutenberg membuat mesin cetakan hingga mulai dikembangkanya media
cetak, dilanjutkan dengan penemuan frekuensi yang digunakan untuk
mengembangkan media siar (televisi dan radio), perkembangan komputer
dan internet memberikan kesempatan munculnya media online, penemuan
telepon  oleh  Alexander Graham Bell mengubah cara jurnalis

berkomunikasi, dan sebagainya. Ini menjadi bukti bahwa praktik dan produk
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jurnalistik akan selalu berkaitan dengan teknologi Tanpa adanya teknologi
yang memadai, tentu tidak akan ada praktik jurnalistik. Begitu pula
sebaliknya, teknologi juga tidak bisa berkembang, tanpa adanya ide dan
gagasan dari manusia (dalam Primo & Zago, 2015, p. 40).

Palvik pun menjelaskan bahwa teknologi memiliki pengaruh terhadap
empat hal dalam bidang jurnalistik, yaitu bagaimana cara para jurnalis
bekerja, struktur redaksi organisasi media, konten yang dihasilkan, dan
hubungan setiap individu yang terlibat dalam organisasi tersebut, baik
internal maupun eksternal. Namun, tetap sampai saat ini hubungan antara
jurnalis (manusia) dan teknologi tidak menemui kesetaraan. Entitas sosial
selalu diasumsikan memiliki kedudukan yang tinggi dan mendominasi dari
entitas teknis (dalam Primo & Zago, 2015, p. 40).

Primo & Zago (2015) juga berargumen untuk mendukung pandangan
ini. Menurut keduanya, berdasarkan perspektif ANT, jurnalisme tidak
seharusnya diilihat dari satu titik sudut pandang yang absolut. Hal ini
dikarenakan jurnalisme adalah proses cepat yang terjadi pada situsi di mana
ada penggabungan peran dari semua yang berkontribusi. Jurnalisme tidak
mungkin terjadi dengan sendirinya dan tidak mungkin pula ada situasi yang
pure dilakukan oleh satu aspek saja dalam jurnalisme (Primo & Zago, 2015,
p. 42).

Melalui penjabaran peneliti. mengenai teori Aktor jaringan, terlebih
lagi berkaitan dengan jurnalisme, peneliti ingin menganalisis dan

mengobservasi bagaimana perspektif ANT ‘ini dapat digunakan untuk
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menganalisis salah satu praktik jurnalistik, vyaitu fact-checking.
Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pandangan
konvensional mengenai jurnalisme lebih sering mengulik “siapa” saja yang
terlibat dan melupakan bahwa aspek “apa” (nonmanusia) juga terlibat di
dalamnya. Dengan perspektif ANT, peneliti ingin melihat apakah tendensi

itu juga akan terjadi pada praktik fact-checking pada media Tirto.id.

2.2.2 Fact-Checking (Pengecekan Fakta)

Pada mulanya, Mantzarlis (2018) menjelaskan istilah fact-checking—
selanjutnya disebut ‘“pengecekan/pemeriksaan fakta”—digunakan untuk
merujuk kegiatan redaksi untuk memeriksa kebenaran fakta, mengevaluasi,
dan mengoreksi kembali berita-berita yang dibuat oleh para reporter
sebelum akhirnya dipublikasikan (ex-ante). Hal ini dilakukan guna
mempertahankan kualitas berita yang baik (dalam Ireton & Posetti, 2018, p.
81).

Namun Kini, definisi pengecekan fakta mengalami pergeseran. Lucas
Graves (2013) mendefinisikan pengecekan fakta sebagai praktik jurnalisme
yang memeriksa, menaksir, dan menilai klaim yang sudah dipublikasikan
(Graves, 2013, p. 3). Vlachos dan Riedel (2014) mendefinisikan fact-checking
sebagai peran jurnalistik atau lembaga independen untuk menilai. kebenaran
akan sebuah klaim yang dibuat dalam konteks tertentu (Vlacos & Riedel, 2014,

p.9).
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Berdasarkan penjabaran definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa
pengecekan fakta adalah bagian dari praktik jurnalistik yang dilakukan oleh
organisasi media, Kkritikus media, maupun lembaga independen dalam
memeriksa kebenaran berdasarkan fakta terhadap klaim yang telah tersebar
luas. Pengecekan fakta itu akan dibuktikan berdasarkan sumber data dan
narasumber yang memiliki kredibilitas. Mantzarlis (2018) menjelaskan
pengecekan fakta yang dilakukan kini berfokus pada memeriksa klaim dan
informasi yang sudah dipublikaskan dan menjadi atensi masyarakat (ex-post),
bukan sebelum klaim atau infomasi tersebut dipublikasikan. Konsentrasi
praktik pengecekan fakta ex-post ini memiliki kecendrungan ke dalam lingkup
politik; pidato kampanye, pernyataan-pernyataan, atau deklarasi-deklarasi yang
diklaim oleh para politisi (dalam Ireton & Posetti, 2018, p. 81-82)

Selain membedakan fact-checking dan verifikasi biasa berdasarkan
konten dan waktu pengecekan, beberapa karakteristik lain yang membedakan
keduanya, yaitu bukti utama yang dicari bisa didapatkan melalui saksi mata
yang ada saat peristiwa berlangsung, sedangkan informasi yang digunakan oleh
fact-checker (pengecek fakta) adalah informasi yang berasal dari narasumber
berkredibilitas, seperti para ahli, akademisi, atau pusat pemerintahan.
Kemudian, hasil dari verifikasi berupa teks berita yang dipublikasikan,
sedangkan hasil dari fact-checking adalah kesimpulan dan penilaian akan
kebenaran klaim atau informasi (dalam Mantzarlis, 2018, p. 83).

Graves (2013) menjelaskan, walaupun praktik pengecekan fakta sudah
dilakukan sejak dua dekade yang lalu, tetapi praktik pengecekan fakta ex-post

ini mulai dilakukan sejak December 2001, beberapa bulan setelah peristiwa 11

33

Periksa fakta dan..., Farhah Febrina Safitri, FIKOM UMN, 2019



September di Amerika Serikat. Ketika itu, banyak bloger di sana yang
melakukan pengecekan fakta dalam upayanya untuk ‘melawan’ media. Hal ini
dikarenakan masyarakat mulai skeptis terhadap informasi yang ditayangkan dan
dipublikasikan oleh media. Pergerakan inilah yang menjadi cikal-bakal bentuk
jurnalisme baru (Graves, 2013, p. 2-3). Sejak saat itulah mulai bermunculan
lembaga-lembaga independen yang mendirikan organisasi pengecekan fakta;
FactCheck.org (2003), PolitiFact.org (2007), dan kolom “Fact Checker” pada
koran Washington Post’s (2008) merupakan pelopor organisasi pengecekan
fakta di Amerika Serikat.

Proses pengecekan fakta bukanlah perkara yang mudah. Pengecekan
fakta bukan hanya sekadar meperbaiki kesalahan-kesalahan minor saja, tetapi
para pengecek fakta juga dituntut untuk bisa membuktikan klaim tersebut salah
atau benar berdasarkan data-data atau pernyataan narasumber ahli sebagai
bukti-bukti pendukung yang konkrit. Para pengecek fakta yang terpercaya harus
bisa menjelaskan metodologi pengecekan kepada masyarakat.Mantzarlis
(2018) menjelaskan secara umum proses pengecekan fakta dilakukan melalui
tiga tahapan (dalam Ireton & Posetti, 2018, p. 84), yaitu

1. Mencari klaim atau informasi yang bisa dicek kebenarannya. Klaim

atau informasi bisa dicari melalui dokumen-dokumen pemerintahan,
pernyataan-pernyataan para politisi, atau postingan-postingan di
media sosial;

2. Menemukan bukti yang mendukung = pengecekan klaim atau

informasi. Bukti harus didapatkan dari sumber resmi dan terbukti

kredibilitasnya; dan
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3. Mengoreksikan klaim atau informasi yang memang tidak terbukti
keakuratannya, serta memberikan kesimpulan yan konklusif
Menurut data Duke Reporters’ Lab, per Desember 2017, tercatat telah
ada 137 proyek organisasi pengecekan fakta yang aktif di 51 negara (dalam
Ireton & Posetti, 2018, p. 83). Salah satu di antaranya adalah International
Fact-Checking Network (IFCN). IFCN adalah sebuah jaringan media
internasional yang didirikan oleh Poynter Intitute. Jaringan ini berdedikasi
penuh untuk menyatukan seluruh pengecek fakta dari berbagai negara. Fokus
kerja utama dari jaringan ini adalah untuk mengurangi penyebaran informasi
dan berita disinformasi, misinformasi, dan mal-informasi di seluruh dunia
(dalam Fact-Checking, 2019, para. 1-2). IFCN memiliki lima prinsip (5 codes
of principals) yang harus selalu diikuti oleh organisasi media yang sudah
terverifikasi oleh IFCN sebagai pengecek fakta. Kelima prinsip tersebut (dalam
What's the code of principles of the International Fact-Checking Network?,
2018), yaitu
1. Komitmen pada prinsip nonpartisan dan keadilan,
Organisasi media yang terlibat dihimbau untuk mengecek fakta dari
semua sisi guna membiarkan bukti-bukti yang menuntuk pada
kesimpulan akhir.” Selain 'itu, media juga dilarang untuk
menganjurkan atau memposisikan diri terkait klaim atau informasi
yang diperiksa;

2. Komitmen terhadap transparansi sumber,
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Semua organisasi media harus bisa memperlihatkan bukti-bukti yang
mendukung pengecekan fakta. Hal ini bertujuan agar bukti-bukti
tersebut dapar diverivfikasi oleh publik;

3. Komitmen terhadap transparansi pendanaan dan organisasi,
Semua organisasi media harus trasnparan terhada sumber pendanaan
media. Jika memang ditemukan adanya masukan dana dari
organisasi lain, media harus memastikan kepada publik bahwa
pendanaan tersebut tidak akan berpengaruh kepada laporan yang
sedang dikerjakan.

4. Komitmen terhadap transparansi metodologi,
Semua organisasi media harus bisa menjelaskan secara teperinci
metodologi yang digunakan selama proses pengecekan fakta; dari
mulai memilih, meneliti, menulis, mengedit, mempublikasikan,
hingga mengoreksi pemeriksaan fakta; dan

5. Komitmen terhadap koreksi yang terbuka dan jujur.
Semua organisasi media juga harus terbuka terhadap kritik dan saran
mengenai klaim pendukung untuk pengecekan fakta. Organisasi
media juga harus bisa memastikan bahwa koreksi dapat dilihat oleh

pembaca.

2.2.3 Kekacauan Informasi (Information Disorders)
“Kekacauan Informasi” atau information disorder adalah istilah yang
saat ini disepakati penggunaannya untuk menggantikan penyebutan istilah

berita bohong (false news) dan berita palsu (fake news) yang selama ini
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lebih sering digunakan oleh khalayak. Istilah ini digagaskan oleh Claire
Wardle dan Hossein Derakhshan, keduanya adalah ahli media sosial dari
Harvard, melalui sebuah laporan yang berjudul “Information Disorder:
Toward an Interdisciplinary Framework for Reasearch and Policy Making”
pada September 2017. Kemudian laporan ini juga menjadi bagian dalan
modul pelatihan jurnalisme yang diterbitkan oleh UNESCO pada 2018.

“Kekacauan Informasi” merupakan spektrum penilaian yang
digunakan untuk mengkategorisasi penyimpangan apa yang dimiliki sebuah
informasi. Hal ini dikarenakan penyimpangan informasi dinilai terlalu
kompleks dan dilandasi oleh intensi, motivasi, dan konteks yang berbeda-
beda untuk bisa digeneralisasikan ke dalam satu istilah saja (dalam Ireton &
Posetti, 2018, p. 43).

Wardle & Derakhshan (2017) berpendapat bahwa penggunaan istilah
“berita palsu” dinilai terlalu sempit dan ambigu untuk mendeskripsikan
berbagai jenis penyimpangan-penyimpangan informasi yang tersebar luas
terutama melalui internet. Selain itu pula, makna dari “berita palsu” Kini
telah mengalami pergeseran ke arah yang lebih negatif sejak para politisi
mulai menggunakannya sebagai serangan balik terhadap organisasi media
(Wardle & Derakhshan, 2017, p. 16-17).

Kilas balik yang melatarbelakangi gagasan Wardle & Derakhshan ini
adalah era kontestasi politik di Amerika Serikat yang berlangsung tahun
2016. Ketika itu, penyebaran berita bohong (false news) dan berita palsu

(fake news) memang cepat dengan kuantitas respon yang besar. Facebook
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mendefinisikan berita bohong (false news) sebagai “news articles that
purport to be factual, but contain intentional misstatements of fact to arouse
passions, attract viewership or deceive “—pemberitaan mengenai peristiwa
yang memang benar terjadi, tetapi dengan sengaja disisipi fakta-fakta yang
berlebih (atau dikurangi) atau pernyataan sensational yang tidak benar
adanya sehingga menarik perhatian para pengguna untuk mengklik dan
membaca berita tersebut (dalam Wardle & Derakhshan, 2017, p. 16).
Sementara itu, berita palsu (fake news) didefinisikan oleh Allcott &
Getzkow (2017) sebagai sebuah pemberitaan yang secara sengaja dibuat
tidak berdasarkan fakta-fakta sebenarnya untuk memengaruhi atau
menyesatkan individu atau kelompok tertentu (dalam Tandoc, Lim, & Ling,
2018, p. 138). Kini, istilah ‘berita bohong” dan ‘berita palsu’ dikonotasikan
negatif dan menjadi frase yang sebisa mungkin dihindari untuk digunakan
karena mudah dipolitisasi oleh para pemegang kekuasaan untuk menyerang
media pemberitaan yang tidak disukai dan memberitakan pandangan yang
bersebrangan dengannya.
Wardel & Derakhshan (2017) menjabarkan tiga jenis “kekacauan
informasi” (Wardle & Derakhshan, 2017, p. 20; 2018, p. 44), yaitu
1. misinformation (misinformasi), diartikan sebagai informasi yang
murni salah, dibuat dengan tujuan untuk tidak -merugikan
siapapun, tetapi masih akan ada individu atau kelompok yang
mempercayai dan menyebarluaskannya, seperti false connection

atau misleading content,
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2. disinformation (disinformasi) adalah informasi salah yang
dengan sengaja diciptakan untuk merugikan individu, kelompok,
organisasi, atau bahkan negara tertertentu. Hal-hal yang menjadi
bagian dari disinformasi, yaitu kesalahan pada penyampaian
konteks, konten penipuan, konten yang dimanipulasi, dan
konten yang sengaja dipalsukan, dan

3. mal-information (mal-informasi) merupakan informasi yang
nyata dan benar keadaannya, tetapi sengaja digunakan untuk
merugikan individu, kelompok, organisasi, atau bahkan negara
tertentu.

Berdasarkan penjelasan mengenai jenis-jenis “kekacauan informasi”

di atas, Wardle (2018) menjabarkan lebih rinci langi mengenai konten
turunan dari disinformasi dan misinformasi ke dalam 7 tipe (dalam Ireton &
Posetti, 2018, p. 46), yaitu

1. satir dan parodi, diartikan sebagai konten yang tidak berbahaya,
dan bersifat artistik dan lelucon, tetapi memiliki kecendrungan
untuk menyesatkan interpretasi individu atau kelompok lain,

2. false connection (konten yang tidak berhubungan) merupakan
ketidakselaran antara narasi informasi yang disampaikan dengan
unsur-unsur yang dianggap mendukung informasi. tersebut,
seperti gambar, video, ilustrasi, dan lainnya,

3. misleading content merupakan konten yang menyesatkan karena

digunakan untuk membingkai suatu-isu atau seseorang dengan
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berbagai cara, seperti memotong foto atau mengutip pernyataan
atau data statistik pada bagian tertentu sebagai ‘bukti’ yang
mendukung informasi tersebut,

. false context merujuk kepada situasi ketika informasi tersebut
memang benar adanya, tetapi konteks yang digunakan tidak
sesuai dengan informasi,

imposter content (konten penipuan) adalah informasi yang
dibuat berdasarkan hasil penyuntingan dari oknum tertentu,
tetapi menggunakan embel-embel identitas organisasi media
untuk membuat individu atau kelompok percaya bahwa konten
tersebut berasal dari organisasi media tersebut,

manipulated content (konten yang dimanipulasi) merupakan
konten informasi yang sengaja dibuat untuk mengecoh atau
menipu individu atau kelompok tertentu, dan

. fabricated content (konten palsu), merupakan konten yang
sengaja dibuat tidak berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya

terjadi.

Melalui penjabaran mengenai spektrum information disorder ini

diharapkan untuk khalayak, jurnalis, dan pengecek fakta mampu untuk

membedak karakteristik dari informasi-informasi yang bersebaran, terutama

melalui platform-platform bebas seperti internet dan media sosial. Hal ini

dikarenakan platform-platform bebas tersebut memungkinkan penggunanya

menjadi anonim sehingga tentu akan sulit mengecek kebenaran informasi
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tersebut. Selain itu, informasi disebarkan karena didasari oleh motif yang
berbeda-beda sesuai dengan kehendak oknum/agen yang membuat dan

menyebarkannya (dalam Ireton & Posetti, 2018, p. 48).

2.3 Alur Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti berfokus kepada analisis ANT dalam praktik
fact-checkeing yang dilakukan oleh Tirto.id. Munculnya fenomena “kekacauan
informasi” yang tersebar luas di media sosial menjadikan informasi yang
didapatkan oleh masyarakat tidak lagi berlandaskan fakta secara utuh. Selama
masa kampanye Pilpres 2019, misinformasi, disinformasi, dan mal-informasi
disebarkan oleh oknum-oknum tertentu untuk menggiring opini publik,
menyerang dan merusak citra para pasangan Capres-Cawapres. Oleh karena itu,
peran fact-checker sangat diperlukan untuk mengurangi penyebaran informasi
yang menyimpang ini.

Fact-checking merupakan praktik jurnalistik baru yang memiliki
kewajiban untuk menguji informasi-informasi tersebut, mengoreksi, dan
memberikan simpulan yang konklusif. Saat ini, praktik fact-checking sendiri
sudah banyak dilakukan oleh perusahaan media atau pun lembaga-lembaga
independen, salah satunya yaitu Tirto.id, sebagaimana Tirto.id menjadi media
siber pertama di Indonesia yang lolos verifikasi IFCN. Dalam proses periksa
fakta yang dilakukannya, terdapat beberapa tahapan yang dilalui: dimulainya
dari mencari klaim, menguji klaim tersebut, meengoreksi klaim tersebut dan
memberikan kesimpulan yang konklusif, lalu menyajikannya ke dalam sebuah

artikel yang dipublikasikan dalam situs resmi Tirto.id.
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Dalam proses yang dilalui tersebut, terdapat banyak peran dan kontribusi
yang terlibat, baik dalam wujud manusia atau pun nonmanusia. Fact-checker
dan para editornya tentu memerlukan bantuan dari entitas lain (teknologi,
artifak, dan sebagainya) untuk menyuksekan proses periksa fakta berlangsung.
Tanpa bantuan tersebut, proses periksa fakta bisa saja terhambat atau bahkan
berhenti sama sekali. Oleh karena itu, untuk melihat pentingnya hubungan
antara entitas manusia dan nonmanusia yang terlibat ini, peneliti akan
menganalisisnya melalui perspektif Actor-Network Theory (ANT). Peneliti
akan menjabarkannya sesuai dengan komponen-komponen penting dalam Teori
ANT, yaiut aktor, aktan, jaringan, dan translasi.

Bagan 2.1 Alur Penelitian

Kekacauan Informasi

(Information Disorder)

l

Periksa Fakta
oleh Tirto.id

Analisis
Actor-Network Theory (ANT)

Aktor Aktan Translasi Jaringan
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